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[bookmark: _Toc203559799]A. Latar Belakang
	e-Court (The Electronics Justice System)adalah bentuk reformasidi bidangteknologiinformasidalamsistemperadilan[footnoteRef:2] dan dengan diluncurkannya program persidangan elektronik atau e-Litigasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berdasarkan pertimbangan:  [2: Andara Tsabith, AnalisisPenerapan E-Court Dalam SistemPeradilanPerdata di Indonesia Guna MewujudkanPeradilan yang Transparan, Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI), Yayasan Daarul Huda Krueng Mane December 2024. Vol. 2, No. 4 https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/977, hal.757.
] 

a) Pengadilanmelakukansegenapupayauntukmenjadipenyelesaiansegalabentukkendalasertagangguan yang menjadirintanganuntukmencapaiperadilan yang diharapkansesuaiUndang-UndangNomor 48 Tahun 2009 dalamPasal 4 Ayat 2; 
b) Para masyarakat pencarikeadilan dan pertumbuhan era zamanyang memaksasertamewajibkanpelayanan di bidangadministrasiperkara padapengadilandengan basis teknologi informasi;
c) Hal-hal yang dibutuhkanuntukmencapaipenyelenggaraanperadilan yang lancarakandiaturlebih lanjut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan, 
d) TuntutanSurvei Ease of Doing Business ataukemudahanberusaha.
Hadirnya e-Court (The Electronics Justice System)di dunia hukumbukanmenjadihalbaru. Regulasiterkaitpelaksanaan e-Court (The Electronics Justice System)telahditerbitkanMahkamah Agung Republik Indonesia terhitungmulaitahun 2018. Pelaksanaan e-Court (The Electronics Justice System)di indonesia semakin disempurnakan dimasa pandemi covid-19 tahun 2020 dengan alasan protokol kesehatan.[footnoteRef:3] [3: Abdul Rahman, „Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court‟, https://badilag.mahkamahagung.go.id/ , 2018 https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/mahkamah-agung-luncurkan-aplikasi-e-court yang dipublikasi pada 18 Juli 2018 dan diunduh penulis pada 7 Maret  2025.] 

Peradilan di Indonesia menuju sistem peradilan elektronik  yang    akan memodernisasi praktik yang berkaitan dengan layanan mengenai perkara secara konvensional ke arah digitalisasi sejumlah pengadilan. Dengan diatur dan disetujui dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 yang dirubah dengan PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 yang terakhir dirubah PeraturanMahkamah AgungRepublik Indonesia (Perma) Nomor 7 Tahun 2022  tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik.
PeraturanMahkamahAgung Republik Indonesia (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik saat ini tidak hanya bermanfaatuntukmelakukanpendaftaranperkara secara online yang umumnya dikenal oleh masyarakat sebagai e-Court (The Electronics Justice System). Namun,  sudah meliputi persidangan secara elektronik berbasis online (daring) dengan penambahan fitur e-Litigation. E-Judiciary.[footnoteRef:4] [4: 	Pratama Herry Herlambang,  Upaya Peningkatan dan PenerapanPenggunaan E-court  pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 2, Oktober 2023, hal.95.
] 

e-Court (The Electronics Justice System)merupakan sarana yang mencerminkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat yang berperkara. Kehadirannya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses peradilan.Sistem peradilan yang efektif adalah salah satu pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan di suatu negara. Namun, selama ini berbagai kendala seperti proses yang lambat, birokrasi yang rumit, dan tingginya biaya litigasi (persidangan) telah menjadi tantangan serius bagi masyarakat dalam mengakses keadilan. e-Court (The Electronics Justice System) munculsebagaisolusinya,denganmemanfaatkanteknologiinformasiuntukmenyederhanakan dan mempercepat proses peradilan.
	e-Court (The Electronics Justice System)adalah system peradilanelektronik yang memfasilitasipengajuanperkara, pemeriksaandokumen, dan pengambilankeputusansecara daring. Denganmemanfaatkan website, aplikasi, dan teknologikomunikasilainnya, e-Court (The Electronics Justice System)mengubahcaramasyarakatberinteraksidenganpengadilan. Penggunaan e-Court (The Electronics Justice System)diharapkandapatmengurangibebankerjapengadilan, mempercepatpenyelesaianperkara, dan menurunkanbiaya yang ditanggung oleh para pihak yang berperkara.[footnoteRef:5]e-Court (The Electronics Justice System)atausistemperadilan elektronik merujuk pada penggunaanteknologiinformasi dan komunikasidalam proses peradilan, mulaidaripendaftaranperkarahinggapelaksanaanputusan. Sisteminimemungkinkan para pihakuntukmelakukanberbagaiaktivitasperadilansecara online, sepertipengajuangugatan, penyampaiandokumen, dan partisipasidalamsidang. Denganadanya e-Court (The Electronics Justice System) diharapkan proses peradilanmenjadilebihtransparan, efisien, dan aksesibelbagimasyarakat. [5: M.F Ocarina dkk,Eksistensi E-Court UntukMewujudkanEfisiensi Dan Efektivitas Pada SistemPeradilan Indonesia Di Tengah Covid 19, Jurnal Syntax Transformation Vol. 2 No. 4, April 2021, hal. 4] 

e-Court (The Electronics Justice System)merupakanlangkahinovatifdalam reformasi sistem peradilan di indonesia. Dengankemampuanuntukmenyederhanakan, mempercepat, dan mengurangibiaya proses peradilan, e-Court (The Electronics Justice System)berpotensibesaruntukmeningkatkanaksesmasyarakatterhadapkeadilan. Namun, tantangandalamimplementasinya,termasukinfrastruktur, keamanan data, dan resistensibudaya, harusdiatasi agar manfaat e-Court (The Electronics Justice System)dapatdirasakansecaramaksimal oleh seluruhlapisanmasyarakat.
	Pemerintah dan lembaga peradilan terusberupayauntukmendukungpengembangan e-Court (The Electronics Justice System)dan memperluasaksesterhadapteknologiinformasi, sehinggavisiperadilan yang sederhana, cepat, dan biayaringandapatterwujudsecaramenyeluruh. Dengandemikian, e-Court (The Electronics Justice System)bukanhanyamenjadisolusisementara, tetapimenjadibagian integral dari sistem peradilan yang modern dan responsif terhadapkebutuhanmasyarakat.[footnoteRef:6] Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk memilih judul skripsi ini, yaitu : Perane-Court dalamMewujudkanPenyelenggaraanPeradilan  yang Sederhana, Cepat Dan BiayaRingan Pada Tingkat Banding Medan. [6: Rizkia Ramadhana and Muzakkir Abubakar, EfektivitasSistemLayanan E-Court Dalam PerkaraPerdata Di Pengadilan Negeri BandaAceh‟, Jurnal Ilmiah Hukum, 5.3 (2021), 441–50 http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/20262/9339] 

[bookmark: _Toc203559800]B. RumusanMasalah
	Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. [bookmark: _Hlk192150773]Bagaimana implementasi  e-Court (The Electronics Justice System)dalam menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pada tingkat Banding Medan ?
2. Apa saja manfaat yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan setelah diterapkannya sistem e-Court (The Electronics Justice System)pada tingkat Banding Medan ?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan e-Court (The Electronics Justice System)pada tingkat Banding Medan dan upaya yang dilakukan mengatasinya.?
[bookmark: _Toc203559801]C. Tujuan Penelitian
	Tujuan penelitian ini adalah untuk : 
1. Untuk mengetahui implementasi  e-Court (The Electronics Justice System)dalam menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pada  tingkat Banding Medan.
2. Untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan setelah diterapkannya sistem e-Court (The Electronics Justice System)pada  tingkat Banding Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukandalam penerapan e-Court (The Electronics Justice System)di Pengadilan Tinggi (tingkat banding) Medan yang merupakan peradilan umum tingkat banding di wilayah hukum provinsi sumatera utara.
[bookmark: _Toc203559802]D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua), 
a) Manfaat Teoritis
      Manfaat teoritis dari penelitian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hal yang berkaitan penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentangAdministrasiPerkara dan Persidangan di PengadilanSecara Elektronik.
b).  Manfaat Praktis
       Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentangAdministrasiPerkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
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